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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN STANDAR 

OPERASIONAL PROSEDUR LAYANAN PENDIDIKAN PEMILIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN 

UMUM KABUPATEN GRESIK 

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gresik serta meningkatkan pemahaman 
dan kesadaran masyarakat mengenai kepemiluan, perlu dilaksanakan 
Layanan Pendidikan Pemilih secara tertib, terarah, efektif, efisien, 
transparan, dan akuntabel, sehingga diperlukan Standar Operasional 
Prosedur Layanan Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan 
Umum Kabupaten Gresik dan Berita Acara Rapat Pleno Komisi 
Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 126/PK.01-BA/3525/2026,  
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gresik tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Layanan 
Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gresik; 

  
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan 
Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, 
Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum  sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 
2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang; Peraturan 
Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 
Pelayanan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum 
Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima 
atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang 
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, 
dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 



 

 

 

 

 

Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 
Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, 
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi 
Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil 
Walikota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang 
Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan 
dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; Peraturan 
Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana 
Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 

- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Layanan 
Pendidikan Pemilih di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten 
Gresik. 
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